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a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, 
perlu membentuk unit pelaksana teknis yang menangani 
secara mandiri; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
pada Dinas Keschatan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 
Pembentukan Daerah-daerah 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234; 

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887}; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 'MAH.A ESA 
BUPATI KARANGANY AR, 

PERATURAN BUPATl KARANGANYAR 
NOMOR 53 TAHUN 2017 

TEN'I'ANG 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati 

penyclenggara Pemerinrahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan Daerah Oionorn. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
4. Sckrecaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Karanganyar, 
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kcsehatan Kabupaten 

Karanganyar 
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis 
penunjang tertentu Dinas. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkal 
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 

9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesebatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawai 
inap, rawat jalan, dan gawai darurat. 

10. Rumah Sakit Umurn adalah rumah sakit yang 
membcrikan pelayanan kesehatan pada semua bidang 
dan jcnis penyakit . 

l J. Rumah Sakic Urnurn Daerah selanjutya disingkat RSUD 
adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang 
diselenggarakan bcrdasarkan pengelolaan keuangan 
badan layanan umurn daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

PERATURAN BUPATl TENTANG OROANISASI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN. 

JvlEMUTUSKAN : 

6. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
teruang Pedornan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

7. Peraruran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 67); 

8. Peraturan Bupali Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 
tentang l<edudukan. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Keschatan (Serita Daerah Kabupaten 
KaranganyarTahun 2016 Nomor 97). 

Menetapkan 



Pasal 2 
(l) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata 

Kerja UPT pada Dinas Kesehatan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN 

ORGANISASI 
Bagian Kesaru 
Pembentukan 

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah Iasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan rnasyarakat dan 
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
Jebih mengutamakan upaya promotif dan preventil, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi­ 
t.ingginya di wiJayah kerjanya. 

13. Direktur adalah Kepala pada Rumah Sakit Umum 
Daerah. 

14. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang 
bercanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana. 

15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur 
sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pernerintahan dan pembangunan. 

16. Jabacan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu ternpat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan, baik promolif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah dan/atau masyarakat. 

18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
UK.M adalah setiap kegiatan untuk rnernelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 
menanggulangi limbulnya rnasalah kesehatan dengan 
sasaran keluarga, kelompok, dan rnasyarakat. 

19. U paya Keseha tan Perseorangan yang selanjutnya 
disingkat Ul<P adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayana.n kesehatan yang 
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan penyembuhan 
penyakil, pcngurangan penderitaan akibat penyakit dan 
memulihkan kesehatan perseorangan. 

20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan atau keterarnpilan melalui pendidikan di bidang 
kcsehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan uncuk mclakukan upaya kesehatan 



Pasal 4 
(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari: 

a. Direktur; 
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 

l) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; 
2) Sub Bagian Kepegawaian; dan 
3) Sub Bagian Hukum, lnformasi dan Penanganan 

Pengaduan. 
c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan 

kelompok jabatan fungsional. 
d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan 

kelompok jabatan fungsional. 
e. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan : 

1) Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan 
2) Seksi Perbendaharaan dao Akuntansi. 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleb seorang Kepala Bagian. 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direkrur. 

(3) Masing-rnasing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian. 

(5) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 3 
(]) RSUD rnerupakan UPT yang dipimpin oleh Direkrur, berada 

dan bertanggung jawab secara adrninistratif kepada Kepala 
Dinas Kesehatan. 

(2) RSUD mempunyai tugas melaksanakan operasional perawatan 
pelayanan kesehatan. 

(3) Rincian rugas RSUD sebagai berikut : 
a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional 

pelayanan RSUD; 
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis 

operasional pelayanan RSUD; 
c. melaksanakan operasional pelayanan RSUD; 
d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis 

operasional pelayanan RSUD; dan 
e. melaksanakan rugas Lain scsuai ketentuan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
RSUD 

(2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : 
a. RSUD; dan 
b. Puskesmas; 



Pasa15 
(1) Rincian tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 

ayac ( 1) buruf a, sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan 

pelayanan kesehatan rumah sakit; 
b. melaksanakan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan; 
c. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan; 
d. melak:sanakan fasilitasi kemitraaan pelayanan kesehatan 

dengan pihak ketiga; 
e. menyelenggarakan program pernagangan dari lembaga 

pendiclikan kesehatan; 
f. rnenetapkan rencana strategis bisnis; 
g. rnelaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasionaJ 

pelayanan kesehatan; 
h. menetapkan intensifikasi dan ekstensi.fikasi pendapatan; 
1. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan 

kesehatan rumah sakit; dan 
j. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Rincian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan, 

kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan 
pengaduan rumah sakit; 

b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, 
kerumahtanggaan, informasi clan layanan pengaduan 
rumah sakit; 

c. melaksanakan pengadaan barang/ jasa untuk keperluan 
rumah tangga RSUD; 

d. melaporkan hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, 
kerurnahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan 
rumah sakit; dan 

e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. 
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik dan 

Keperawatan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c, sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medik dan 

kepcrawatan; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pelayanan Medik dan Keperawatan meliputi lnstalasi 
Rawat .Jalan, lnstalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat 
Darurat, lnstalasi Bedah Central, dan Instalasi lain sesuai 
ketenruan yang bcrlaku; 

c. melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan 
keperawatan: 

d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan medJk dan 
keperawatan; dan 

e. melaksanakan tugas lain sesuai keterituan yang berlaku. 



kepegawaian; 
d. mclaporkan hasll kegiatan pelayanan administrasi 

kepegawaian; dan 
e. melaksanakan rugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

(8) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Hukurn, Informasi dan 
Penanganan Pengaduan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3), sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan hukum, 

inforrnasi clan penanganan pengaduan; 

a. menyusun rencana kegiatan bi dang pelayanan 
adrninistrasi kepegawaian; 

b. rncngkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
administrasi kepcgawaian; 

c. rnelaksanakan kegiatan pelayanan administrasi 

(4) Rincian rugas Kepala Bidang Penunjang Mcdik dan Non 
Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {l) hutuf d, 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang 

medik dan non medik; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

penunjang med.ik dan non medik; 
c. rnelaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medik dan 

non medik; 
d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik 

dan non med ik; dan 
e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlak:u. 

(5) Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegialan bidang pengelolaan keuangan; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

keuangan; 
c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan; 
d. rnelaporkan hasil keglatan pengclolaan keuangan; dan 
e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

(6) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
angka 1), sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan umum dan 

kerumahtanggaan; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan 

kerurnahtanggaan 
c. melaksanakan kegiatan pelayanan pelayanan umum dan 

kerumahtanggaan; 
d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan umum dan 

kerumahtanggaan; dan 
e. melaksanakan tugas lain sesuai ketenruan yang berlaku. 

(7) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2), sebagai 
berikut : 



Pasal 7 
(11 Dalarn mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal b Puskesrnas menyelenggnrakan Iungsi. 
a. pcnvelenggaraan UI\M tlngkat pertarna di wilayah 

kerjunya: dan 

Pasal 6 
Puskesrnas mcrnpunyai tugas rnelaksanakan kebijakan 
kesehatan uncuk rnencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya 
kecarnatan sehat. 

Bagian Keriga 
Puskesrnus 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
hukum. informasi dan penanganan pengaduan; 

c, melaksanakan kegiatan pelayanan hukum, informasi 
dan penanganan pengaduan: 

rl ruelaporkan hasil kegiatan pelayanan hukurn, informasi 
dan penanganan pengaduan; dan 

l' mr-laksanakan tunas lni n scsuai keten tuan yang 
bcrlaku 

tql Rincian iugas Kepala ~c:ksi Perencanaan dan Anggaran 
sebngarrnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayar (I} huruf e 
angka l ). sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan 

anggaran; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan 

perencanaan dan anggaran; 
c. mclaksanakan kegiatan perencanaan dan anggaran; 
d. melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan anggaran; 

dan 
e. rnclaksunakan iugas loin sesuar keteniuan yang 

bcrlaku, 
( I 0) Rinr ian 1ug.1s Kcpala 'kksi Pe-rbendahar inn dan Akuntansi 

st:bag.11111..in.1 drrnaksud dularn Pasal -~ ayat (1) huruf e 
angka 2), sebagai bcrikut : 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan 

perbendaharaan dan akuntansi; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan 

perbendaharaan dan akuntansi: 
c. melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan 

dan akunlansi; 
d. melaporkan basil kegiatan pengelolaan perbendaharaan 

dan akuntansi; dan 
e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang 

herluku 



r. mengoordinasikan dan mcla.ksanakan pembinaan 
Iasilltas pelayanan kesehatan tingkat pertama di 
wilayah kerjanya; dan 

Kesehatan; 

h. rnelaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi 
terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan 
kesehatan: 

1. rnernberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan 
masyarakat, termasuk dukungan terbadap sistem 
kewaspadaan dini dan respon penanggulangan 
pcnyakit; 

J. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar secara 
komprehensif, berkcsinambungan clan bermutu; 

k. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 
mengutamakan upaya promotif dan preventif; 

l. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 
berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan 
rnasyarakat; 

m. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 
mengulamakan keamanan dan keselamatan pasien, 
petugas dan pengunjung; 

n. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan 
prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar 
profesi; 

o. melaksanakan rekam medis; 
p. melaksanakan pencataian, pelaporan, dan evaluasi 

terhadap rnutu clan akses Pelayanan Kesehatan; 
q. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga 

agar pembangunan 

b. penyclenggaraan UKP tlngkat pertarna di wilayah 
kerjanya 

t2) Dalam melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud 
ayat (l), Puskesmas mempunyai tugas sebaga.i berikut : 
a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis 

masalah kesehatan masyarakat dan analisis 
kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan 
kesehatan; 

c. melaksanakan kornunikasi, informasi, edukasi, dan 
pernberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 
menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkernbangan masyarakat yang bekerjasama dengan 
sektor lain terkait; 

e. melaksanakan pembinaan tek:nis terhadap jaringan 
pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; 

f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia Puskesrnas; 

g. memantau pelaksanaan 
berwawasan kesehatao; 



Pasal8 
(1) Puskemas dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang berada 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 
(2) Susunan Organisasi Puskesmas sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kepala Puskesmas; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Jabatan Pelaksana dan atau F'ungsional. 

(3) Puskemas terdiri dari : 
a. Puskesmas Coloma.du 1, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
b. Puskesmas Colornadu II, kawasan perdesaan rawat inap; 
c. Puskesmas Jaten 1, kawasan perkolaan non rawat inap; 
d. Puskesmas Jaten II, kawasan perkotaan non rawat inap; 
e. Puskesmas Jalipuro, kawasan perkotaan non rawat inap 
f. Puskesmas Jatiyoso, kawasan perkotaan non rawat inap; 
g. Puskesmas .Jenawi, kawasan perkotaan non rawat inap; 
h. Puskesmas Kerjo, kawasan perkotaan non rawat inap; 
1. Puskesmas Mojogedang I, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
J. Puskesmas Mojogedaog Il, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
k. Puskesmas Ngargoyoso, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
1. Puskesmas Kebakkramat I, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
m. Puskesmas Kebakkrarnat 11, kawasan perkotaan non 

rawat inap; 
n. Puskesmas Gondangrejo, kawasao perkotaan non rawat 

map; 
o. Puskesrnas Jumantono, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
p. Puskesrnas Jumapolo, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
q. Puskesmas Karanganyar I, kawasan perkotaan non rawat 

map; 
r. Puskesmas Karanganyar IT, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
s. Puskesmas Karangpandan, kawasan perkotaan non rawat 

inap; 
t. Puskesmas Matesih, kawasan perkotaan non rawat inap; 

dan 
u. Puskesmas Tasikrnadu, kawasan perkotaan non rawat 

inap. 

s. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan 
indikasi rnedis dan Sistem Rujukan. 



Pasal 11 
(I) Kepala Puskesmas m.erupakan pejabat fungsional tenaga 

kesehatan yang diberi tugas tambahan. 
(2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan Puskesrnas 

dibentukjaringan pelayanan Puskesmas danjaringan fasilitas 
pelayanan kesehatan berupa Puskesrnas Pembantu dan Pos 
Kesehatan Desa. 

PasaJ 10 
(1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat otonom 

dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata 
kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan 
badan layanan urnurn Daerah. 

(2) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan 
tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina 
clan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan. 

(3) Direkrur rnerupakan pejabat fungsional Dokter atau Dokter 
Gigi yang diberi tu.gas tambahan. 

BAB ill 
'l'ATA KERJA 

Pasal 9 
(1) Rincian tugas Kepala Puskesmas sebagai berikut: 

a. rnenyusun rencana kegiatan di bidang operasional 
pelayanan pusat kesehatan masyarakat; 

b. rnelaksanakan operasional pengelolaan pelayanan pusat 
kesehatan masyarakat; dan 

c. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operaslonal 
pelayanan pusat kesehatan masyarakat; 

d. melaporakan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan pusat 
kesehatan rnasyarakat; dan 

e. melaksanakan tugas lain sesuai ketencuan yang berlaku. 
(2) Rincian tugas Kcpala Sub Bagian Tata Usaha sebagai 

berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan, 

keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan; 
b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan keuangan, 

kepegawaian dan kerumahtanggaan; 
c. melaksanakan operasional ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian dan kerurnahtanggaan; 
d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan ketatausahaan 

keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan; dan 
e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Bagan Organisasi Puskesmas sebagaimana _Lercan~ dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 16 
(l} Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Karanganyar Nornor 119 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada D.inas/Badan 
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang 
mengatur mengenai UPr Rumah Sakit Umum Daerah dan 
Pusat Kesehatan Masyarakar pada Dinas Kesehatan, dicabut 
dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

(2) Pejabat yang saat Ini melaksanakan tugas pada RSUD, 
Puskesmas dan UP1' pada Dinas Kesehatan tetap 
melaksanakan tugasnya sarnpai ditetapkannya pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 15 
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dan Kepala Puskesmas 
wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepa1a Bidang, 
Kepala Sub Bagian dan Ke pal a Seksi di lingkungan Din as 
Kesehatan. 

wajib 
waktu 

Pasal 14 
Direktur, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT 
menyampaikan laporan secara bcrkala dengan tepat 
sesuai ketentuan. 

PasaJ 13 
(1) Direktur dan Kepala Puskesmas bertanggung jawab 

memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan 
terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 

(2) Direktur, Kcpala Puskesmas dan Kepala UPT melaksanakan 
pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 12 
(1) KepaJa Bidang dan Kepala Tata Usaha pada RSUD merupakan 

jabatan eselon lll.b atau .Jabatan Administrator. 
(2) KepaJa Seksi dan Kepala SUb Bagian merupakan jabatan eselon 

IV.a atau Jabatan Pengawas. 
(3} Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas merupakan 

jabatan esclon N.b atau Jabatan Pengawas. 

(3) Penetapan jariogan sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
d.itetapkan denga:n Keputusan Bupati. 



Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN NGANYAR 
Kepala B~ 

SAMSl 
BERlTA DAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2017 NOMOR 53 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 31 Juli 2017 
SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

JUUYATMONO 

ttd 

BUPATI KARANGANYAR, 

Ditetapkan di Karanganyar 
pad a tanggal 31 Juli 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann.ya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 17 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



JULIYATMONO 

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd 

Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional 

Sub Bnglan Tom Usaha 

Kepala Puskesmas 

Kepala Dinas 

B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

Kepaln Oln1:111 

Oin:krur 

~Tat.a sab8 

I 
I I I 

Sub 811gfan Hukum, Subea·an Sub Bafan lnformnsi dan Kepega~nn Umum on 
Penanganan Pengaduan Rumoh Tanggn 

I I 

Bi dung Bld1u1~ 
Pelnynnnn Mcd1k dan Penunjnng Med k dan Non B1dnng Pcngclolaan Kcuangan 

l<epcrnw,11an Mrdjk 
I I 

Jobnt.an Fungslooal Jobatrul 11'ung.sionC.ll 
Sck3i 

Pcrcnc:nnaan dan Angg.nran .... 

.... &ksi Pcrbcndaharaan dan 
Alruotansi 

A RUMAH SAKJT UMUM DAERAH 

BAGAN SOSUNAN ORGANISASI UNlT PELAKSANA TEKNlS 
PADA DINAS KESEHATAN 

LAMPLRAN 
PERATURAN BUPAT1 KARANGANYAR 
NOMOR 53 TAHUN 2017 
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNlS 
PADA DINAS KESEHATAN 

t. 


